
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 
2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, 
perlu rnenetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana 
lnduk Kelitbangan Kota Kendari 2017-2022; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara 
Republik Irtdonesia 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3031); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t.entang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
Scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah [Lembaran 
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Negara Republik Lndonesia Tahun 2015 Nomor 50, 
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 
5659); 

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraruran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6349); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintahan Daerah (Betita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 546); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tabun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Peugendalian dan 
evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi 
rancangan peraturan daerah, tentang Renc.ana 
Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata 
cara Perubahan Rencana .Jangka Panjang Daerah dan 
rencana Pembangunan Jangka Mencngah Daerah dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

9. Peratur-an Menteri Dalam Negeri Republik Jndonesia 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Jndoncsia Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah 
Kota Kendari tahun 2005-2025 (Lernbaran Daerah Kota 
Kendari Tahun 2016 Nornor 1); 

11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kot.a Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2016 Nomor 5); 

12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Kendari tahun 2017 - 2022 ( Lernbaran 
Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 7); 



(1) RIK Pemerintah Kota Kendari dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat 
Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kelitbangan. 

Pasal 4 

BAB III 
PELAKSANAAN 

Pasal 2 
(1) RIK Kota Kendari merupakan arah kebijakan penelitian dan 

pengembangan yang memuat stratcgi pentahapan dan rincian indikasi 
program di bidang .kelitbangan dalam yang akan dilaksanakan jangka 
menengah dalam kurun waktu 5 (lima) t.ahun. 

(2) RIK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) selaras dengan Dokumen 
Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Kota Kendari Tahun 2017-2022. 

Pasal 3 
(1) Sistcmatika RIK sebagai berikut: 

Bab [. Pendahuluan 
Bab If. Gambaran Umum Kelitbangan 
Bab m. Arah Kebijakan Kelitbangan 
Bab rv. Strategi Pelaksanaan 
Bab V. Penutup, 

(2) Sistematika RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Walikota ini. 

BABII 
RENCANA JNDUK KELITBANGAN 

Pasal 1 
DaJam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daeran Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari. 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari. 
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Kendari. 
6. Rencana lnduk Kelitbangan yang selanjutnya di singkat RIK adalah 

Dokumen Rencana Induk Penelitian dan Pengernbangan Kota Kendari 
untukjangka waktu 5 (lima) tahun. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK 
KELITBANGAN KOTA KENDARI TAHUN 2017-2022. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 



NOMOR 5°'2- 

Diundangkao di Kendari 
Pada tanggal "?.!:>- 10 - 20 J 9 

4 
3 

WALIKOTA 

2 

PARAF K00Rfl1NASI 
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1 lt-.S.S 

2019 
Ditetapkan di Kendari 
Pada tanggal 'L~ - 10 - 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari, 

Pasal 7 

BABV 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 6 
(1) Untuk menjamin efekt:ifitas pelaksanaan dan kernanfaatan RI!{ dilakukan 

evaluasi dalam rangka Reviu kesesuaian indikasi program 
(2) Evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (L] dilaksanakan minimal 1 

(satu) kali dalarn 5 (lima) tahun. 

Pasal 5 
Pcrnbinaan atas petaksanaan Peraturan Walikota ini di lakukan oleh Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. 

BABIV 
PEMBINAAN DAN EVALUASI 

(2) Dalam pelaksanaan RlK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya sesuai perundang-undangan 
yang berlaku. 

• 
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